
GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/246/KPTS/013/2020

TENTANG
PENETAPAN ASRAMA/GEDUNG DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI TEMPAT
TRANSIT DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur, diperlukan
tempat transit bagi Tim Medis dan/atau masyarakat
agar dapat diambil tindakan antisipatif dalam
pencegahan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Asrama/Gedung di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa
Timur Sebagai Tempat Transit Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang …
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

9. Peraturan …



- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah dubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota
Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);

16. Peraturan …
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16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010
tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa
Timur;

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Provinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan
Kabupaten Gresik;

20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten
Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/242/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Wilayah Kota Malang, Kabupaten
Malang, dan Kota Batu;

MEMUTUSKAN: …
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Asrama/Gedung di Lingkungan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai
tempat transit dalam rangka penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur.

KEDUA : Tempat transit sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diperuntukan bagi Tim Medis yang menangani
COVID-19 di Jawa Timur serta masyarakat yang
merupakan Orang Dalam Risiko (ODR) dan/atau terduga
Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan
(ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan kasus
konfirmasi COVID-19.

KETIGA : Membebankan pelaksanaan tempat transit sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi  Jawa Timur
serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 27
April 2020.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA


